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Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru pada Juli 2019 hingga Agustus 2019. 
Peneliti menemukan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat setiap 
tahunnya. Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis pelayanan perizinan di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. 
Dalam penelitian ini, penulis memerlukan data primer berupa wawancara dan 
observasi langsung dilapangan dan data sekunder berupa data atau informasi 
yang berhubungan dengan fokus penelitan. Informan dalam peneltian ini adalah 
Kepala Subbag Umum, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan B, Para pegawai dan masyarakat yang mengurus perizinan di 
Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian ini, pelayanan perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sudah 
dilaksanakan dengan baik dilihat dari indikator-indikator yang menjadi ukuran 
dalam penelitian peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan 
pelayanan perizinan sudah dilaksanakan dengan baik. 
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1.1 Latar Belakang 
Sistem pemerintahan saat ini mendukung terciptanya penyelenggaraan 
pelayanan publik prima, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil 
setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. 
Untuk mewujudkannya pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum, sekaligus 
memberikan kejelasan mengenai pengaturan pelayanan publik. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada 
setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya 
dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana yang diamanat dalam Undang-
Undang tersebut. Ruang lingkup pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meliputi pelayanan barang publik, 
pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif.  
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 
menegaskan bahwa pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh 
penyelenggara pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen 
resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan administratif ini meliputi 
tindakan administratif pemerintah dan tindakan administratif oleh instansi non 
pemerintah yang diwajibkan oleh negara serta diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam 
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bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan. 
Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, sedangkan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan 
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling 
kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan 
kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan 
masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja 
pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu 
pemerintah harus memperhatikan aturan Undang-undang dan selalu berbenah 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk 
memberikan kemudahan kepada masyarakat, pemerintah Indonesia 
menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan 
pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengggaraan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk 
memilih jenis lembaga yang sesuai apakah berbentuk dinas, kantor atau badan 
yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. 
Dengan dibentuknya Kantor/Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini 
sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada 
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masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi 
satu kantor/badan/dinas saja. 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai 
dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu 
tempat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala PTSP diberi pelimpahan 
kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk, hal ini berarti 
penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya 
penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non 
perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 
Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini diharapkan mampu 
memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. 
Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah dan murah. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Pekanbaru adalah mitra pemerintah Kota Pekanbaru dimana sebagai 
penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) untuk 
melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang pelayanan 
perizinan dan non perizinan secara terpadu.  Penerapan sistem Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) atau One Stop Service merupakan langkah yang signifikan 
sebagai wujud peningkatan pelayanan perizinan bagi para investor untuk 
menanamkan modalnya di Kota Pekanbaru. Sebagai pusat ibu kota Provinsi Riau, 
Pekanbaru memiliki potensi yang cukup besar sebagai pusat kegiatan 
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pemerintahan daerah, kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain-
lain. Tentunya berbagai layanan publik yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru 
akan menjadi tolak ukur bagi pelayanan publik di Kota/Kabupaten di Provinsi 
Riau. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 
2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Perda 
ini, DPMPTSP Kota Pekanbaru diselenggarakan agar masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan bisa memperoleh informasi 
mengenai lokasi tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan 
penyelesaian pengaduan. Salah satu tujuan penyelenggaraan PTSP ini yaitu 
meningkatkan kualitas layanan publik dengan  memperpendek proses layanan. 
Berikut adalah tabel mengenai jumlah realisasi  perizinan di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. 
Tabel 1.1 Jumlah Realisasi Perizinan Tahun 2015 s/d 2018 di Kota 
Pekanbaru 
No Tahun Jumlah Permohonan  
1 2015 15.134 
2 2016 25.709 
3 2017 27.640 
4 2018 26.044 
Sumber : DPMPTSP Pekanbaru 
Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa jumlah perizinan yang 
terealisasi di tahun 2015 yaitu 15.134, di tahun 2016 meningkat menjadi 25.709, 
kemudian meningkat lagi di tahun 2017 dengan jumlah 27.640 dan menurun di 
tahun 2018 yaitu berjumlah 26.044.  
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Kemudian untuk memantau keefektifan pelayanan maka telah dilakukan 
Survey Kepuasan Masyarakat oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru berdasarkan SK MENPAN No 
KEP. 25/M.PAN/II/2004 kepada beberapa responden (pengguna layanan) dengan 
indeks kepuasan sebagai berikut: 
Tabel 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan di  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pekanbaru Tahun 2015 s/d 2018 
No Tahun Tingkat Kepuasan(%) 
1 2015 81,15 
2 2016 81,22 
3 2017 81,76 
4 2018 82,57 
Sumber: DPMPTSP Pekanbaru 
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan di DPMPTSP Kota Pekanbaru selalu meningkat setiap 
tahunnya. Dimana indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2015 sebesar 81,15% 
meningkat di tahun 2016 menjadi 81,22%. Begitu pula pada tahun 2017 terjadi 
peningkatan sebesar 0,54% menjadi 81,76%. Hingga pada tahun 2018 terus 
meningkat menjadi 82,57%.  
Dari hasil data tersebut peneliti melihat bahwa ada peningkatan kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, maka dari itu peneliti ingin 
mengetahui serta menganalisa mengenai pelayanan perizinan tersebut dengan 
mengangkat judul “Analisis Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru”.   
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dikemukakan perumusan 
masalah dalam penelitian adalah: 
1. Bagaimana Analisis Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru? 
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pengurusan permohonan perizinan di  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Pekanbaru? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan 
dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisa Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. 
2. Untuk menganalisa hambatan-hambatan dalam pengurusan permohonan 
perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Pekanbaru. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun beberapa manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi akademis, menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis tentang 
Analisis Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Untuk menambah refrensi 
keperpustakaan. 
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2. Bagi pihak lain, sebagai bahan literature bagi kepentingan penelitian 
selanjutnya. 
1.5. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bab pendahuluan dimana di dalamnya 
dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika peneltian.  
BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini penulis mengungkapkan berbagai teori yang 
berhubungan dengan peneltian ini, penelitian terdahulu, defenisi 
konsep, konsep operasional dan kerangka pemikiran.  
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai metodologi penelitian 
berupa jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan 
teknik analisis data.  
BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Didalam bab ini penulis membahas tentang sejarah singkat, 
struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, visi dan 
misi, jenis perizinan, alur pelayanan , dan alur pengaduan di Dinas 




BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Didalam bab ini penulis membahas tentang permasalahan yang 
diteliti kemudian menganalisis Pelayanan Perizinana di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru. 
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 







Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, 
sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 
memenuhi kebutuhan. Moenir dalam Rianto (2010:211-212)  mengatakan bahwa 
pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara 
langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai 
suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat 
baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan. Menurut Ridwan dan 
Sudrajat (2009:103), setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki 
standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima pelayanan.  
Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi 
atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat 
dimiliki. Adapun karakteristik pelayanan agar menjadi dasar bagaimana 
memberikan pelayanan yang baik, yaitu: 
a) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya 
dengan barang jadi. 
b) Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 
pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. 
10 
 
c) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 
karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang 
sama. 
Poin di atas menjadi dasar bagi setiap organisasi untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus nyata dan 
merupakan tindakan langsung yang dirasakan oleh masyarakat yang 
membutuhkan, sehingga masyarakat menjadi puas dan merasakan langsung atas 
pelayanan yang diberikan. 
Namun untuk memberikan pelayanan prima diperlukannya sistem 
manajemen yang strategik dan integratif yang melibatkan semua manajer dan 
karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk 
memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi, agar dapat 
memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan 
(masyarakat). 
 
2.2 Pelayanan Publik 
Pelayanan publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 
kehidupan masyarakat bernegara. Pelayanan merupakan sesuatu yang membantu 
masyarakat sebagai konsumen dalam memecahkan masalah oleh suatu organisasi 
sebagai pihak penyelenggara pelayanan tersebut. Melalui pelayanan publik ini 
masyarakat akan memperoleh informasi bahkan mendapatkan hal yang berkaitan 
dengan kebutuhnya.  
Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa 
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
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pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh setiap instansi penyelenggara 
negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 
untuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
Selain itu, menurut Lonsdale dalam Mulyadi (2016) mengemukakan bahwa 
pelayanan publik adalah segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau 
swasta karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, 
kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh 
masyarakat. 
Menurut Ibrahim dalam Mulyadi (2016), asas-asas pelayanan publik antara 
lain: 
a. Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik 
tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing 
pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya 
b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 
kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap 
berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya. (Tentunya kebijakan publik 
yang melahirkan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah 
tersebut, harus pula menganut prinsip partisipasi masyarakat sejak proses 
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perencanaan hingga pengambilan keputusannya, karena yang menjadi 
obyek pelayanan tersebut).  
c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus 
diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, 
dan kepastian hukum yang dapat di pertanggung jawabkan (mestinya 
juga dengan penuh empati dalam pelayanannya).  
d. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga 
pemerintah atau pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka Instansi 
atau lembaga pemerintah atau pemerintahan yang bersangkutan 
berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut 
menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Selanjutnya menurut Moenir (2001:13), pelayanan publik harus 
mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:  
1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan 
diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;  
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 
kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap 
berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;  
3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 




4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa 
harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban 
memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan. 
Sembilan prinsip kualitas pelayanan publik yang diatur dalam peraturan 
Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 
Tahun 2017, kesembilan prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Persyaratan 
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 
3. Waktu Penyelesaian 
4. Biaya/Tarif 
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
6. Kompetensi Pelayanan 
7. Perilaku Pelaksana 
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 
9. Sarana dan Prasarana 
Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib 
menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis 
pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan 
masing-masing. 
Standar Pelayanan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 adalah tolak ukur yang dipergunakan 
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sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
Menurut  Rasyidin (2017:18) sebelum menerapkan Standar Pelayanan, ada 
beberapa tahapan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pelayanan. 
a. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan 
Organisasi penyelenggara pelayanan, wajib menyusun Standar Pelayanan 
berupa Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi 
dengan masyarakat. Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi 
utama dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui 
Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah tertata 
dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar 
Pelayanan tersebut. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, komponen standar 
pelayanan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 
1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelayanan (service delivery) meliputi: 
a. Persyaratan 
b. Sistem, mekanisme, dan prosedur 
c. Jangka waktu pelayanan 
d. Biaya/tarif  
e. Produk pelayanan 
f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 
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2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi: 
a. Dasar hukum 
b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas 
c. Kompetensi pelaksana 
d. Pengawasan internal 
e. Jumlah pelaksana 
f. Jaminan pelayanan 
g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 
h. Evaluasi kinerja pelaksana 
Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan selain perlu memperhatikan 
komponen Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan juga perlu 
memperhatikan spesifikasi jenis pelayanan yang akan disusun Standar 
Pelayanan. Fokus pada spesifikasi jenis pelayanan ini penting untuk 
menghindari kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur maupun 
biaya pelayanan. 
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan Rancangan 
Standar Pelayanan adalah: 
1. Identifikasi Persyaratan 
2. Identifikasi Prosedur 
3. Identifikasi Waktu 
4. Identifikasi Biaya/ Tarif 
5. Identifikasi Produk Pelayanan 
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6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan 
b. Penetapan Standar Pelayanan 
Sebelum dilakukan Penetapan Standar Pelayanan, penyelenggara wajib 
membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan. Pihak-pihak yang 
terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan tanda tangan. Standar 
Pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan 
kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
c. Penerapan Standar Pelayanan 
Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap 
diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Proses penerapan Standar 
Pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-
pihak terkait. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan tersebut, harus 
diintegrasikan ke dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran unit 
pelayanan yang bersangkutan.  
Integrasi Standar Pelayanan dalam manajemen penyelenggaraan 
pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan. Integrasi ini 
bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan Standar Pelayanan 
diakomodasi melalui program dan anggaran, menjadi acuan kualitas 
pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, acuan pemantauan dan evaluasi hasil 
penyelenggaraan pelayanan, dan menjadi umpan balik dalam tahap 
perencanaan program dan anggaran berikutnya. Tahapan selanjutnya dalam 
proses penerapan Standar Pelayanan dilakukan internalisasi dan sosialisasi. 
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Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran 
organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan. sosialisasi perlu dilakukan 
untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan 
unit/satker penyelenggara pelayanan. Proses internalisasi dan sosialisasi ini 
agar didokumentasikan oleh penyelenggara. 
d. Penetapan Maklumat Pelayanan 
Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara diwajibkan 
untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan 
merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk 
melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.  
Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah: 
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai 
dengan Standar Pelayanan. 
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan 
melakukan perbaikan secara terus menerus. 
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan 
kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. 
Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, 
jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah 
diakses oleh masyarakat. 
2.3 Perizinan 
Menurut N.M.Spelt dan J.B.J.M A ten Berge dalam buku Ridwan (2006: 
208) membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: 
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1. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam 
hukum administrasi . Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis 
untuk mengemudikan tingkah laku warga. Arti luas izin ialah suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk 
dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 
perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya 
dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi 
kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.  
2. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan, izin 
pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk 
mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang 
buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat 
undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia 
menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. 
Pada umumnya sistem izin terdiri dari:  
1.  Larangan.  
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).  
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.  
Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:  
1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu 
perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. 
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Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu 
yang istimewa (relaxation legis).  
2. Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk menyelenggarakan 
suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang 
meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan denngan izin 
khusus atau istimewa.  
3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di 
mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu 
menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak 
penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan 
pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara 
lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta 
syarat-syarat tertentu 
 
Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru lebih kepada perizinan yang 
diberikan oleh pemerintah kepada sesorang atau kelompok untuk menjalankan 
perusahaan/usahanya. 
 
2.4 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan 
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau 
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instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen 
dilakukan dalam satu tempat. 
PTSP diselenggarakan berdasarkan asas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 
Nomor 9 Tahun 2017 pasal 2 yaitu: 
a. Kepentingan Umum 
b. Kepastian Hukum 
c. Persamaan Hak 
d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
e. Keprofesionalan 
f. Partisipatif 
g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif 
h. Keterbukaan 
i. Akuntabilitas 
j. Ketepatan waktu; dan 
k. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 
Penyelenggaraan PTSP memberikan kemudahan dan kepastian bagi 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan serta 
memperoleh informasi mengenai lokasi tempat, waktu, biaya, persyaratan, 
prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan. 
PTSP ini memiliki tujuan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 
Nomor 9 Tahun 2017 pasal 4 yakni : 
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a. Meningkatkan kualitas layanan publik; 
b. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; 
c. Memperpendek proses pelayanan; 
d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat; 
dan 
e. Mempercepat dan menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non 
perizinan terkait dengan usaha dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 
Sedangkan sasaran penyelenggaraan PTSP adalah: 
a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti 
dan terjangkau; dan 
b. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. 
2.5 Pandangan Islam Tentang  Analisis Pelayanan Perizinan di DPMPTSP 
Kota Pekanbaru 
Islam menetapkan agar orang yang beriman saling tolong menolong dan 
bantu membantu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan saja, tidak boleh bantu 
membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sebagaimana Firman Allah 
dalam surat Al-Maidah ayat 2: 
 شَدِي    ُد شَدِي شَدِيُ َّاللَّ شَدِي َّن إ شَدِي ۖ  شَدِي ُ َّاللَّ شَدِياى ق َّ جا ُو شَدِي ۚ  شَدِي  نا ُو  ْ  ع ْلا ُو  شَدِي  م ْث  ْلْ ا شَدِيً ُل ُع شَدِياى و ُوا ُع ُج  شَدِي ُلَ ُو شَدِي ۖ  شَدِي ٰي ُى ْق َّ حلا ُو شَدِي ِّز  ث ْل ا شَدِيًُ ل ُع شَدِياى  و ُوا ُع ُج ُو
 شَدِي با ُق  ع ْل ا 
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran”. (QS. Al- Maidah: 2) 
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Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang 
maupun pelayanan hendaknya memberikan yang berkualitas jangan memberikan 
yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-
Quran surat Al-Baqarah ayat 267: 
 شَدِي ُلَ ُو شَدِي ۖ  شَدِي  ض ْر
ُ ْلْ ا شَدِي ُه  م  شَدِي ْم  ك ُ ل شَدِي ا ُ ى ْج ُز ْخ ُ أ شَدِي ا َّم  م ُو شَدِي ْم  ح ْث ُس ُك شَدِيا ُم شَدِي  تا ُ ث ِّ ي ُط شَدِي ْه  م شَدِياى  ق  ف ْو ُ أ  شَدِي اى  ى ُم آ شَدِي ُه  ذ َّ ل ا شَدِي ا ُه ُّ  ُ أ شَدِي ا ُ  
 شَدِي ٌّي  ى ُغ شَدِي ُ َّاللَّ شَدِي َّن ُ أ شَدِي اى  م ُ ل ْعا ُو شَدِي ۚ  شَدِي  ه ي  ف شَدِي اى  ض  م ْغ  ج  شَدِي ْن ُ أ  شَدِي َّلَ  إ  شَدِي  ه   ذ  خآ  ت  شَدِي ْم  ح ْس ُ ل ُو  شَدِي ُنى  ق  ف  ْشَدِيى  ج  شَدِي  ه ْى  م شَدِي ُثي  ث ُخ ْ ل ا  شَدِي اى  م َّم ُ ي ُ ج
 شَدِي ي  م ُح 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha 
terpuji.”(QS. Al-Baqarah: 267) 
 
Al-Qur’an memerintahkan secara jelas agar kaum muslimin bersifat lemah 
lembut dan sopan santun manakala berbicara dan melayani pelanggan, karena baik 
buruknya prilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses dan gagalnya bisnis 
yang dijalankan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 159: 
 شَدِي ۖ  شَدِي ُك  ل ْى ُح شَدِي ْه  م شَدِياى ُّضُف ْو ُلَ شَدِي  ة ْل ُ ق ْ لا شَدِي ُظي  ل ُغ شَدِيا ًّ  ظ ُف شَدِي ُث ْى  ك شَدِي ْى ُ ل ُو شَدِي ۖ شَدِي ْم  ه ُ ل شَدِي ُث ْى  ل شَدِي  َّاللَّ شَدِي ُه  م شَدِي ٍة ُم ْح ُر شَدِيا ُم  ث ُف
 شَدِي ُ َّاللَّ شَدِي َّن إ شَدِي ۚ شَدِي  َّاللَّ شَدِيًُ ل ُع شَدِي ْل َّك ُى ُح ُف شَدِي ُث  ْشَدِيم ُز ُع شَدِيا ُذ إ ُف  شَدِي ۖ  شَدِي  ز ْم ُ ْلْ ا شَدِيي ف شَدِي ْم ه ْر  وا ُد ُو شَدِي ْم ه ُ ل شَدِي ْز  ف ْغ ُح ْس ا ُو شَدِي ْم  ه ْى ُع شَدِي  ف ْعا ُف
 ُشَدِيهي  ل ِّك ُى ُ ح  م ْلا شَدِي ُّة  ح  
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila kamu telah 
membatalkan akad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 






2.6 Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini hasil peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan untuk 
membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk 
mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting lainnya 
yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan 
wawasan berpikir peneliti. Dimana penulis mengambil penelitian sebelumnya, 
yaitu: 
1. Azizah, Dira Uznul. 2018. Evaluasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bandar Lampung. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pengguna 
usaha menginginkan adanya prosedur atau tata cara pelayanan yang dapat 
membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan. masih 
belum terlaksana dengan baik, kurangnya informasi mengenai perizinan usaha 
perdagangan itu sendiri. Pengurusan yang berbelit-belit membuat masyarakat 
di daerah (setempat) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak 
tertarik untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sementara 
semua pemilik usaha perdagangan diwajibkan untuk memiliki izin usaha. Pada 
kenyataannya kondisi yang terjadi saat ini masih belum semua pemilik usaha 
memiliki surat izin usaha. Berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi 
Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dari sistem 
pelayanan di kantor ini maka diyakinkan sangat mempermudah masyarakat 
untuk membuat surat izin, masyarakat sangat merasakan dengan adanya sistem 
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PTSP ini lebih mempermudah mereka untuk membuat surat izin tersebut dari 
sisi efektivitas, efisiensi, dan responsivitass. 
2. Mustam Mochammad dan Dwi Handyan Prasetyo. 2018. Analisis Kualitas 
Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Semarang. Pada observasi awal, menunjukkan partisiasi 
masyarakat untuk mengurus perizinan di Kabupaten Semarang cukup tinggi, 
akan tetapi belum dibarengi dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang 
baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Semarang. Dari 9 indikator dari prinsip pelayanan publik, 
DPMPTSP Kabupaten Semarang, kukurangannya hanya pada sosialisasi 
kepada masyarakat tentang informasi penyebarluasan informasi persyaratan 
yang telah disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang. 
3. Rasyidin, Abd. Wahid. 2017. Analisis Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Pada tahun 2014, 
Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan melakukan 
survey terhadap beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kota Palopo tentang 
kepatuhan pelayanan publik menurut Undang-undang No. 25 tahun 2009 
tentang pelayanan publik. Berdasarkan survey tersebut, Kota Palopo masuk 
dalam kategori Zona merah tentang kepatuhan pelayanan publik. Hal ini berarti 
kepatuhan pelayanan publik di Kota Palopo masih dikategorikan 
rendah.Survey tersebut di lakukan terhadap 39 lembaga pemerintah yang ada di 
Kota Palopo. Dari hasil survey tersebut, terdapat 2 lembaga yang masuk zona 
hijau, 7 zona kuning dan 30 zona merah. Berdasarkan hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa program pelayanan MABASSA di DPMPTSP Kota 
Palopo menjadi inovasi dalam peningkatan pelayanan perizinan dimana 
pelayanan menjadi mudah, akuntabel, bersahabat, adil, sederhana, simpatik, 
dan aman. 
4. Emmy Mariani. 2013. Efektivitas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 
Pembuatan Perizinan di Kota Samarinda. Hasil penelitiannya adalah pelayanan 
perizinan yang dilakukan oleh BPPTSP Kota Samarinda masih belum efektif, 
belum terdapat ruangan yang cukup untuk penempatan tim teknis dari satuan 
kerja perangkat daerah terkait. Keterlibatan masyarakat pengurus izin juga 
diperlukan dalam perbaikan pelayanan di BPPTSP Kota Samarinda, maka 
diperlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara 
pengaduan. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan perizinan usaha 
sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu di Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya mendaftarkan izin usaha, birokrasi dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat masih belum optimal, dan keterbukaan serta akuntabilitas 
pelayanan pemberi izin usaha oleh BPPTSP di Kota Samarinda masih belum 
optimal. 
5. Fadilla Vita Anggriani. 2013. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Penanaman Modal dalam Peningkatan Iklim Investasi di Kota Bontang. Hasil 
penelitiannya adalah implementasi sistem pelayanan terpadu satu pintu 
penanaman modal pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal belum maksimal karena sumber daya manusia masih 
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kurang, sarana dan prasarana masih belum lengkap, dan pelayanan terpadu satu 
pintu di Kota Bontang bukan merupakan faktor utama dalam meningkatkan 
investasi di Kota Bontang. Upaya yang dilakukan Kantor Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terhadap peningkatan sistem 
pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan penanaman modal sudah 
cukup baik tetapi belum maksimal. 
6. Devitasari Nur Fadzilah Bisri dan Hardi Warsono. 2017. Analisis Sistem 
Penanganan Pengaduan pada Pelayanan Perijinan di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang. Hasil 
penelitiannya yaitu sistem Penanganan Pengaduan pada Pelayanan Perijinan di 
DPMPTSP Kota Semarang dari SDM yang menangani pengaduan di 
DPMPTSP Kota Semarang hanya terdapat 1 orang. Sarana prasana yang 
mendukung proses penanganan pengaduan sudah lengkap termasuk media 
pengaduannya, namun jaringan internet sering error. Kejelasan informasi 
mengenai penanganan pengaduan serta pelayanan perijinan untuk masyarakat 
masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan informasi dengan jelas. 
Lalu lamanya penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh pihak 
DPMPTSP Kota Semarang, serta pelaksanaan kegiatan evaluasi dari 
penanganan pengaduan yang telah dilakukan cukup lambat.  
7. Khalid Al Fikri. 2017. Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dpmptsp Kota Tangerang. Dari 
hasil penelitian yaitu  Sistem pelayanan pada DPMPTSP kota tangerang masih 
ada yang dilakukan secara manual, yaitu di bidang pembangunan, hal ini jelas 
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ketinggalan oleh bidang lainnya seperti di bidang pemerintahan dan 
kesejahterann rakyat (pemkes) dan bidang penanaman modal yang sudah 
dilakukan secara online. 
Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 
Penelitian ini untuk menganalisis Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kota 
Pekanbaru. 
2.7  Definisi Konsep 
Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan 
menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai suatu volume. 
Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing 
konsep yang akan diteliti. Adapun definisi yang diajukan sehubungan dengan 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 
secara langsung (Moenir dalam Rianto, 2010 : 211). 
2. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik (Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009). 
3. Perizinan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan larangan perundangan (N.M.Spelt dan J.B.J.M A ten 
Berge dalam Ridwan, 2006 : 208). 
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4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan 
suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki 
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen 
dilakukan dalam satu tempat (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). 
 
2.8 Konsep Operasional 
Menurut Purwanto (2008:93) konsep operasional adalah konsep secara jelas 
mengenai variabel-variabel Penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang 
seragam pada semua pengamat.   
Tabel 2.1 Konsep Operasional  











1. Persyaratan a. Jumlah Persyaratan  
b. Informasi Persyaratan 
2. Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 
Prosedur pengurusan perizinan 
3. Waktu Penyelesaian Hari pengurusan perizinan 
4. Biaya/ Tarif Biaya pengurusan perizinan hingga 
selesai 
5. Produk Spesifikasi Jenis 
Pelayanan 
Surat izin usaha yang sah 
6. Kompetensi Pelayanan a. Sumber Daya Manusia  
b. Reliability (Keandalan)  
c. Kuantitas SDM 
7. Perilaku Pelaksana a. Kedisiplinan Pegawai  
b. Keramahan Pegawai 
c. Kesopanan Pegawai 
8. Penanganan Pengaduan, 
Saran, dan Masukan 
Responsiveness (Ketanggapan) 
9. Sarana dan Prasarana a. Ketersediaan Fasilitas 
b. Perawatan Sarana dan Prasarana  
c. Pembaruan Sarana dan Prasarana 
Sumber: Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
14 Tahun 2017 
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2.9 Kerangka Berpikir 
Menurut Husaini dan Purnomo (2011:34) kerangka pemikiran atau biasa 
disebut kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang 
menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan 
pustaka dan hasil penelitian yang relevan. 















Sumber: Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
14 Tahun 2017 
Analisis Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
9 Prinsip Pelayanan yang terkait dengan proses 
penyampaian pelayanan (Service Delivery): 
1. Persyaratan 
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 
3. Waktu Penyelesaian 
4. Biaya/Tarif 
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
6. Kompetensi Pelayanan 
7. Perilaku Pelaksana 
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 
9. Sarana dan Prasarana 
Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru: 
a. Kemudahan dan keramahan pelayanan 
b. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan 
c. Keterbukaan dan transparansi pelayanan 
d. Kenyamanan lingkungan pelayanan 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Peneltian 
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskrptif, dengan 
pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nana Syaodih 
Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk 
mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 
bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai 
karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Menurut Sugiyono (2012:13) 
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. 
Berdasarkan teori tersebut penelitian deskriptif kualitatif merupakan 
penelitiian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran masalah yang diteliti yang 
lebih memperhatikan karakteriistik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. 
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Terpadu Kota 
Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 464, Jadirejo, Sukajadi, 
Kota Pekanbaru, Riau. Telp (0761) 28262, Pesan 0811-7515-133. Media Sosial 
Facebook (DPMPTSP PEKANBARU), Twitter (@dpmptsp_pku), Instagram 
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(dpmptsp_pekanbaru), Whatsapp (0811-7515-133). Penelitian ini dilakukan pada 
Tahun bulan Juli 2019 s/d Agustus 2019. 
3.3. Jenis Dan Sumber Data 
3.3.1. Jenis data  
1. Data primer adalah data mengenai informasi atau hal-hal yang berkaitan 
dengan konsep penelitian yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer 
kemudian diolah kembali oleh peneliti.  
2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 
yang terkait dengan penelitian, seperti artikel, jurnal, peraturan pemerintah, 
undang-undang. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah 
kembali. 
 3.3.2. Sumber Data 
Sumber data dari penelitian ini adalah subjek darimana data dapat 
diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Informan adalah orang-orang yang benar-benar terlibat atau menjalani 
proses evaluasi sistem pelayanan. Informan ditentukan menggunakan 
teknik snowball sampling untuk memperoleh informasi atau data-data 
yang dianggap perlu dan mendukung, seperti yang diungkapkan oleh 
Sugiyono (2017:219) bahwa teknik snowball sampling adalah teknik 
pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit 
lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber 
data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang 
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memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai 
sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin 
besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar. 
2. Dokumen-dokumen yaitu dokumen Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan dokumen lainya yang 
berkaitan dengan manajemen perubahan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. 
 
3.4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan 
menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 
terus menerus sampai data itu jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan 
peneliti adalah sebagai berikut: 
3.4.1. Observasi 
 Nasution dalam Sugiyono (2017:226) menyatakan bahwa metode 
observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus 
terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian 
terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 
mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang 
mengaturnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru untuk mengamati 





 Esterbeg dalam Sugiyono (2017:231) menyatakan bahwa interview 
merupakan pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui 
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 
Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang terlibat dalam sistem pelayanan perizinan tersebut. 
3.4.3. Dokumentasi 
 Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data yang memuat 
informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Data berupa 
dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa 
silam. Dokumentasi bisa disebut sebagai pelengkap teknik wawancara karena 
melalui dokumen-dokumen yang ada peneliti dapat mengumpulkan data lebih 
banyak lagi. 
3.5. Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini 
dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam proses 
pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. 
Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 
1. Kepala Subbag Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pekanbaru 
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2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. 
3. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru 
4. Masyarakat yang mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
3.6. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan 
analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan 
analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan 
Huberman dalam (Sugiyono 2017:247) yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai 
berikut: 
1. Reduksi data (data reduction)  
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah 
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 
Memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi 
pusat penelitian dilapangan. 
2. Penyajian data (Data display) 
Penyajian Data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif. Menurut Miles dan Huberman dalam 
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(Sugiyono 2017:149) Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa 
yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 
Data yang diperoleh dari wawancara yang mendalam dikumpulkan untuk 
kemudian diambil kesimpulan sehingga bias disajikan dalambentuk teks 
deksriptif. 
3. Menarik Kesimpulan (Conclution Drawing) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan atau yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan 
secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan dilapangan sehingga data-data di uji validitasnya. Hasil wawancara dari 





GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah  
Sejarah Singkat dari Dians Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
1. Tahun 1999 
Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai 
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 
Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana 
Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. 
2. Tahun 2005 
Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru 
No. 30 Tahun 2005 tanggal 1 April 2005 tentang Susunan Organisasi Tata 
Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket 
perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap. 
3. Tahun 2008 
Sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 di bentuklah Badan Pelayanan 
Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(One Stop Service) yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009. 
4. Tahun 2013 
Sesuai Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, 




2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPTPM). 
5. Tahun 2017 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maka BPTPM resmi menjadi 
DPMPTSP. 
4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Pekanbaru 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 464, Jadirejo, Sukajadi, Kota 
Pekanbaru, Riau. Kode Pos 28121. Telp (0761) 28262, Pesan 0811-7515-133. 
Media Sosial Facebook (DPMPTSP PEKANBARU), Twitter (@dpmptsp_pku), 
Instagram (dpmptsp_pekanbaru), Whatsapp (0811-7515-133). 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru dibatasi oleh : 
1. Sebelah Utara : Bapppeda Kota Pekanbaru 
2. Sebelah Selatan : Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Kota Pekanbaru 
3. Sebelah Barat : Pengadilan Negeri Industrial 




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota Pekanbaru. Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota. 
4.3 Susunan Organisasi 
Susunan organisasi pada Dians Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat 
a. Sekretaris 
b. Kepala Subbag. Umum 
c. Kepala Subbag. Keuangan 
d. Kepala Subbag. Program 
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal 
a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman 
Modal 
b. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal 
c. Kepala Seksi Pengembangan dan Deregulasi Penanaman Modal 
d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan Penanaman Modal 
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data Dan Informasi 
Penanaman Modal 





b. Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal 
c. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal 
d. Kepala Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal 
5. Bidang Pendataan, Arsip Dan Pengembangan Sistem 
a. Kepala Bidang Pendataan, Arsip dan Pengembangan Sistem 
b. Kepala Seksi Pendataan 
c. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip 
d. Kepala Seksi Pengembangan Sistem 
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A 
a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A 
b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I 
c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II 
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III 
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B 
a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 
b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I 
c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II 
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III 
8. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan C 
a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C 
b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I 
c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II 




9. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan 
a. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 
b. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 
c. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 
d. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan 
4.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru secara umum adalah sebagai 
berikut :  
4.4.1 Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pekanbaru 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru (DPMPTSP) merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman modal. 
4.4.2 Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pekanbaru 
Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru (DPMPTSP) melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota 
dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta 
Penanaman Modal prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, 




4.4.3 Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pekanbaru 
Fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pekanbaru (DPMPTSP) dalam penyelenggaraannya yaitu : 
1. Pelaksanaan penyusunan program; 
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; 
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; 
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; 
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.  
4.5 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pekanbaru 
Berikut adalah Visi dan Misi dari Dinas Peneneman Modal dan Pelayana 
Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru: 
 
4.5.1 Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru 
“Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima" 
4.5.2 Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru 
1 Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 
2 Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan; 





4 Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur 
pelayanan; 










Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan keseluruhan 
terkait sembilan prinsip kualitas pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh 
penyelenggara pelayanan publik yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 
tentang kesembilan indikator prinsip pelayanan publik di DPMPTSP Kota 
Pekanbaru sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kesembilan 
indikator yang sudah menunjukkan hasil yang positif. 
Pada indikator Persyaratan di DPMPTSP Kota Pekanbaru telah mudah 
untuk dipenuhi dan diikuti oleh masyarakat. Selain itu, keterbukaan infomasi 
berkaitan dengan persyaratan juga mudah didapatkan baik dari meja infomasi 
maupun melalui website/ media sosial. Begitu pula dengan indikator Sistem, 
Mekanisme, dan Prosedur di DPMPTSP Kota Pekanbaru memberikan kemudahan 
kepada masyarakat dan tidak terbelit-belit. Untuk indikator Waktu Penyelesaian di 
DPMPTSP Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu 
sesuai dengan  yang dijanjikan kepada masyarakat. 
Indikator Biaya/Tarif di DPMPTSP Kota Pekanbaru telah menetapkan 
biaya sesuai dengan harapan masyarakat dengan menggratiskan pelayanan 
perizinan tanpa adanya biaya tambahan dan praktek KKN/pungli pada saat proses 
perizinan kepada masyarakat. Pada indikator Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
di DPMTPSP telah memberikan produk pelayanan berupa surat izin usaha yang 
sah kepada masyarakat dan surat izin tersebut dapat digunakan untuk menjalankan 




Kompetensi Pelayanan di DPMPTSP Kota Pekanbaru memiliki sumber daya 
manusia yang professional.  
Indikator Perilaku Pelaksana pegawai di DPMPTSP terhadap kedisiplinan, 
keramahan, dan kesopanan sudah sangat baik. Selanjutnya indikator Penanganan 
Pengaduan, Saran, dan Masukan sudah dilaksanakan dengan baik dimana proses 
pengaduan juga langsung ditangani tempat khusus yang disediakan yang 
dinamakan help desk. Begitu juga dengan indikator Sarana dan Prasarana di 
DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah memiliki fasilitas yang sudah lengkap untuk 
penerima pelayanan/ masyarakat. 
 
6.2 Saran 
1. Indikator Persyaratan di DPMPTSP Kota Pekanbaru diperlukan adanya 
sosialisasi dari DPMPTSP Kota Pekanbaru tentang penyebarluasan 
informasi persyaratan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang lebih 
intens agar masyarakat mengetahui informasi tentang penyebarluasan   
persyaratan-persyaratan pelayanan perizinan. 
2. Indikator Sistem, Mekanisme dan Prosedur diperlukan adanya 
penyederhanaan prosedur untuk pemberi pelayanan agar prosedur yang 
dilaksanakan lebih efektif dan efisien. 
3. Indikator Kompetensi Pelaksana diperlukan adanya penambahan pegawai 
pada DPMPTSP Kota Pekanbaru khususnya bagian front liner agar 
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 Pedoman Wawancara untuk Pegawai DPMPPTSP Kota Pekanbaru 
 
I. Persyaratan 
1. Apakah informasi persyaratan perizinan mudah di dapatkan? 
2. Darimana saja masyarakat dapat mengetahui persyaratan dalam pengurusan 
perizinan? 
3. Apakah persyaratan dari  pengajuan pengurusan perizinan tersebut 
memberikan kemudahkan kepada masyarkat? 
II. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur 
1. Setahu anda, apakah DPMPTSP Pekanbaru memiliki standar yang jelas 
dalam pengurusan perizinan? 
2. Bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan di DPMPTSP? 
III. Waktu Penyelesaian 
1. Apakah pegawai DPMPTSP Pekanbaru sudah melaksanakan pelayanan 
dengan cepat? 
2. Apakah pegawai DPMPTSP Pekanbaru sudah melaksanakan pelayanan 
dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang ada? 
3. Apakah waktu selesai pengurusan perizinan di DPMPTSSP Pekanbaru sama 
waktu yang sudah dijanjikan oleh pegawai DPMPTSSP Pekanbaru? 
IV. Biaya/ Tarif 
1. Apakah pegawai DPMPTSP Pekanbaru memberikan jaminan biaya dalam 
melaksanakan pelayanan perizinan? 
 
 V. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
1. Apakah hasil pelayanan yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Pekanbaru 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan? 
VI. Kompetensi Pelayanan 
1. Apakah pegawai sudah cermat saat melaksanakan pelayanan perizinan? 
2. Bagaimanakah kemampuan pegawai DPMPPTSP dalam melaksanakan 
pelayanan perizinan? 
3. Bagaimanakah keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam 
melaksanakan pelayanan perizinan? 
4. Apakah jumlah pegawai DPMPTSP yang memberikan pelayanan sudah 
memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? 
VII. Perilaku Pelaksana 
1. Bagaimanakah penampilan pegawai DPMPPTSP Pekanbaru saat sedang 
melaksanakan proses pelayanan ? 
2. Bagaimanakah kedisiplinan yang anda lihat dari para pegawai DPMPPTSP 
saat melaksanakan pelayanan? 
3. Bagaimanakah respon pegawai DPMPPTSP dalam melayani masyarakat? 
4. Apakah pegawai DPMPPTSP mendahulukan kepentingan masyarakat dalam 
proses pelayanan? 
5. Bagaimana Sikap pegawai yang melayani perizinan di DPMPTSP 
Pekanbaru? Apakah ramah atau sopan? 
6. Apakah anda pernah merasa pegawai yang melayani perizinan bersikap 
diskriminatif atau membeda-bedakan? 
 7.  Apakah dalam melaksanakan pelayanan perizinan, pegawai menghargai 
masyarakat yang menggunakan layanan? 
VIII. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan 
1. Bagaimanakah respon pegawai DPMPPTSP dalam melayani pengaduan, 
saran, dan masukan  masyarakat? 
2. Apakah pegawai DPMPPTSP sudah melaksanakan pengaduan, saran, dan 
masukan  dengan cepat? 
3.  Apakah pegawai DPMPPTSP sudah melayani pengaduan, saran, dan 
masukan dengan tepat waktu? 
IX. Sarana Dan Prasarana 
1. Bagaimanakah kondisi kantor/ lingkungan DPMPTSP Pekanbaru? Apakah 
sudah nyaman atau belum? 
2. Apakah perawatan sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP 
Pekanbaru sudah memadai? 
3. Apakah diperlukan permbaruan atas sarana dan prasaranan di lingkungan 
DPMPTSP Pekanbaru? 
 Pedoman Wawancara untuk masyarakat yang menggunakan pelayanan di 
DPMPPTSP Kota Pekanbaru 
 
I. Persyaratan 
1. Jenis Perizinan apakah yang sedang Bapak/Ibu daftarkan? 
2. Apakah informasi persyaratan perizinan tersebut mudah di dapatkan? 
3. Apakah persyaratan dari  pengajuan pengurusan perizinan tersebut 
memberikan kemudahkan kepada masyarkat? 
II. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur 
1. Setahu anda, apakah DPMPTSP Pekanbaru memiliki standar yang jelas 
dalam pengurusan perizinan? 
2. Bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan di DPMPTSP? 
III. Waktu Penyelesaian 
1. Apakah pegawai DPMPTSP Pekanbaru sudah melaksanakan pelayanan 
dengan cepat? 
2. Apakah pegawai DPMPTSP Pekanbaru sudah melaksanakan pelayanan 
dengan tepat waktu? 
3. Apakah waktu selesai pengurusan perizinan di DPMPTSSP Pekanbaru sama 
waktu yang sudah dijanjikan oleh pegawai DPMPTSSP Pekanbaru? 
 
IV. Biaya/ Tarif 
1. Apakah pegawai DPMPTSP Pekanbaru memberikan jaminan biaya dalam 
melaksanakan pelayanan perizinan? 
 V. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
1. Apakah hasil pelayanan yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Pekanbaru 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan? 
VI. Kompetensi Pelayanan 
1. Apakah pegawai sudah cermat saat melaksanakan pelayanan perizinan? 
2. Bagaimanakah kemampuan pegawai DPMPPTSP dalam melaksanakan 
pelayanan perizinan? 
3. Bagaimanakah keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam 
melaksanakan pelayanan perizinan? 
4. Apakah jumlah pegawai DPMPTSP yang memberikan pelayanan sudah 
memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? 
 VII. Perilaku Pelaksana 
1. Bagaimanakah penampilan pegawai DPMPPTSP Pekanbaru saat sedang 
melaksanakan proses pelayanan? 
2. Bagaimanakah kedisiplinan yang anda lihat dari para pegawai DPMPPTSP 
saat melaksanakan pelayanan? 
3. Bagaimanakah respon pegawai DPMPPTSP dalam melayani masyarakat? 
4. Apakah pegawai DPMPPTSP mendahulukan kepentingan masyarakat dalam 
proses pelayanan? 
5. Bagaimana Sikap pegawai yang melayani perizinan di DPMPTSP 
Pekanbaru? Apakah ramah atau sopan? 
6. Apakah anda pernah merasa pegawai yang melayani perizinan bersikap 
diskriminatif atau membeda-bedakan? 
 7.  Apakah dalam melaksanakan pelayanan perizinan, pegawai menghargai 
masyarakat yang menggunakan layanan? 
VIII. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan 
1. Bagaimanakah respon pegawai DPMPPTSP dalam melayani pengaduan, 
saran, dan masukan  masyarakat? 
2. Apakah pegawai DPMPPTSP sudah melaksanakan pengaduan, saran, dan 
masukan  dengan cepat? 
3.  Apakah pegawai DPMPPTSP sudah melayani pengaduan, saran, dan 
masukan dengan tepat waktu? 
IX. Sarana Dan Prasarana 
1. Bagaimanakah kondisi kantor/ lingkungan DPMPTSP Pekanbaru? Apakah 
sudah nyaman atau belum? 
2. Apakah perawatan sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP 
Pekanbaru sudah memadai? 
3. Apakah diperlukan permbaruan atas sarana dan prasaranan di lingkungan 
DPMPTSP Pekanbaru? 
 DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA YANG DILAKUKAN PADA PEGAWAI DI 




Wawancara dengan Kepala Subbag Umum Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
 
Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 





Wawancara dengan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Pekanbaru 
  
Wawancara dengan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Pekanbaru 
 
 
Wawancara dengan petugas di bagian Pelayanan Front Liner 
  
 DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA YANG DILAKUKAN PADA MASYARAKAT DI 





Wawancara dengan masyarakat yang mengurus perizinan di Dinas Penanaman 





Wawancara dengan masyarakat yang mengurus perizinan di Dinas Penanaman 




Wawancara dengan masyarakat yang mengurus perizinan di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
 




Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pekanbaru 
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